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PENUTUP
A. Kesimpulan

Peran Indonesia sebagai negara penerima terhadap perwakilan misi
diplomatik Malaysia sebenarnya sudah cukup baik melalui polisi yang dalam
hal ini merupakan wilayah kewenangan dari Direktorat Pengamanan Objek
Vital Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Direktorat Pemeberian Fasilitas
Diplomatik Kementrian Luar Negeri. Namun, terjadinya kasus pelemparan
gedung Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran yang dilakukan oleh
demonstrans pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di depan gedung
Kedutaan sebagai bentuk anarkhisme dari para demonstrans merupakan salah
satu kelalaian dari petugas kemamanan dalam hal ini dari Intelkam yang
seharusnya membantu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkhis
dari dalam massa sendiri ternyata kurang dapat melaksanakannya dengan
baik, sehingga kasus pelemparan tersebut dapat terjadi. Dalam pasal 22
Konvensi Wina 1961 sendiri mengatur mengenai pemberian perlindungan
terhadap perwakilan diplomatik asing di negara penerima. Upaya yang sudah
dilakukan oleh pihak Indonesia sendiri sudah cukup baik yaitu dengan
memberikan penguatan terhadap pengamanan lokal dari dalam gedung
Kedutaan sendiri, patroli berkala, dan penjagaan padatitik-titik tertentu.

Terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia di
Jakarta merupakan sebuah pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan

diplomatik, khusunya prinsip externa rationae dimana negara penerima
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seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi perwakilan
diplomatik yang ada di negaranya. Indonesia sebagai penerima sudah
mel aksanakannya dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada,
namun sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia dari pihak
keamanan serta kurangnya kesigapan dari inteijen maka kejadian pelemparan

tersebut dapat terjadi, sehingga dirasa kurang maksimal.

. Saran

Penulis menyarankan demi terjaminnya kepercayaan yang diberikan
oleh negara-negara sahabat dalam menempatkan perwakilan diplomatik
asingnya di Indonesia, sebaiknya ada penambahan sumber daya manusia atau
penambahan personel keamanan, serta peningkatan kemampuan atau skill
dari personel keamanan itu sendiri. Sehingga apabila terjadi suatu kejadian
atau pengerahan jumlah massa yang cukup besar di daerah atau di dekat
lingkungan perwakilan diplomatik atau di tempat dimana terdapat kegiatan
dari para pgabat diplomatik itu dapat ditanggulangi dan diantisipasi dengan
baik; dan tidak menyebabkan keadian-keadian yang dapat menurunkan
harkat dan martabat dari perwakilan diplomatik tersebut. Serta, juga
seharusnya diberikan suatu pengaturan khusus mengenai batas-batas yang
jelas bagi para demonstrans untuk mendekati gedung Kedutaan dalam
menjalankan aksinya dan pengertian mengenai tindakan apa sgja yang dapat
menimbulkan perasaan tidak senang dari pihak perwakilan diplomatik

tersebut.
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